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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB 

IV, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya perusahaan asuransi untuk mencegah terjadinya gagal bayar 

dilakukan melalui perbaikan pada sektor internal perusahaan asuransi 

yang harus merealisasikan ketentuan-ketentuan terkait dana investasi yang 

diwajibkan pada sektor-sektor yang telah ditentukan dan peran pemerintah 

melalui otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang berwenang dalam 

mengatur dan mengawasi kegiatan pada sektor industri asuransi harus 

dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah 

ditentukan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang 

Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

Otoritas Jasa Keuangan. 

2. Alternatif solusi bagi nasabah yang tidak terbayarkan hak-haknya 

Alternatif solusi yang yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan hak-hak nasabah asuransi dengan pendekatan analogism aka 

tugas penjaminan polis nasabah asuransi sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang 

Perasuransian yang mewajibkan dibentuknya lembaga penjamin polis 
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nasabah asuransi, diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan dengan 

pertimbangan bahwa lembaga penjamin simpanan dapat mengatasi 

permasalahan-permasalahan dana nasabah pada industri perbankan. 

B. SARAN 

 Dengan adanya pembahasan serta kesimpulan sebagaimana di uraikan diatas, 

maka disarankan sebagai berikut : 

1. Terhadap semua industri asuransi yang melaksanakan kegiatan 

perasuransian di Indonesia harus mmemperhatikan dan melaksanakan 

ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan dana investasi yang atur melalui 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, 

kemudian pemerintah harus lebih serius dalam melakukan evaluasi 

terhadap kinerja lembaga pengawas pada industri asuransi. 

2. Alternatif solusi .penyelesaian gagal bayar perusahaan asuransi dilakukan 

tidak hanya terkait keseriusan lembaga pengawas industri asuransi namun 

juga segera melakukan pembentukan lembaga penjamin dana nasabah 

asuransi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Perasuransian, 

namun lembaga penjamin yang dimaksud tersebut diserahkan pada 

lembaga penjamin simpanan untuk mempercepat adanya lembaga 

penjamin pada industri asuransi yang akan berdampak pada pemulihan 

kepercayaan masyarakat pada industri asuransi. 
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